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Tahapan Gugatan Perdata di Pengadilan: Dari Pendaftaran hingga Putusan 

 

Gugatan perdata merupakan upaya hukum yang diajukan seseorang atau badan hukum 

ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa dengan pihak lain. 

Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, 

sengketa perjanjian, utang-piutang, ganti rugi, maupun hak keperdataan lainnya. 

 

Secara umum, proses gugatan perdata dimulai dari pendaftaran gugatan, dilanjutkan 

dengan pemeriksaan persidangan, mediasi, jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, 

hingga hakim menjatuhkan putusan. Saat ini, administrasi perkara dan persidangan 

perdata juga telah berkembang melalui mekanisme elektronik berdasarkan PERMA No. 1 

Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. 

 

1. Menyusun dan Mendaftarkan Gugatan 

Tahap pertama adalah menyusun surat gugatan yang memuat setidaknya: 

• identitas Penggugat dan Tergugat; 

• uraian fakta dan dasar hukum gugatan (posita); dan 

• tuntutan yang diminta kepada pengadilan (petitum). 

 

Penggugat kemudian mendaftarkan perkara pada pengadilan yang berwenang. Dalam 

perkara perdata, kompetensi pengadilan perlu diperhatikan, termasuk kewenangan 

berdasarkan wilayah hukum maupun jenis sengketanya. Pendaftaran perkara kini dapat 

dilakukan melalui e-Court sesuai ketentuan administrasi perkara dan persidangan secara 

elektronik. 

 

2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara 

Setelah perkara didaftarkan, Penggugat membayar panjar biaya perkara sesuai taksiran 

pengadilan. Setelah administrasi terpenuhi, perkara memperoleh nomor perkara dan 

selanjutnya diproses untuk pemeriksaan oleh pengadilan. 

 

3. Penetapan Hakim dan Pemanggilan Para Pihak 

Ketua pengadilan menetapkan hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa perkara. 

Para pihak kemudian dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan. Dalam 

sistem elektronik, pemanggilan dan pemberitahuan juga dapat dilakukan secara 

elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. PERMA No. 7 Tahun 2022 mengatur 

mekanisme pemanggilan, administrasi, serta persidangan secara elektronik. 

 

4. Pemeriksaan Awal dan Upaya Perdamaian 

Pada awal persidangan, hakim memeriksa kehadiran para pihak dan pada prinsipnya 

terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, perkara 

yang memenuhi ketentuan mediasi dilanjutkan ke proses mediasi. 

 

5. Mediasi 

Mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam perkara perdata. Prosedurnya 

diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Peraturan tersebut saat ini berstatus berlaku. Mediator membantu para pihak mencari 

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara 

secara penuh. Hasil mediasi dapat berupa: 
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• Mediasi berhasil: Para pihak mencapai kesepakatan yang dapat dituangkan dalam 

kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian. 

• Mediasi tidak berhasil: Tidak tercapai kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan 

ke pemeriksaan pokok perkara. 

 

6. Pembacaan Gugatan 

Apabila mediasi tidak menghasilkan perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan 

dengan agenda gugatan. Dalam persidangan elektronik, mekanisme penyampaian 

dokumen persidangan mengikuti ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan sistem 

informasi pengadilan yang digunakan. 

 

7. Jawaban Tergugat 

Setelah gugatan disampaikan, Tergugat diberikan kesempatan memberikan jawaban. 

Jawaban dapat berisi: 

• bantahan terhadap dalil Penggugat; 

• pengakuan terhadap bagian tertentu; 

• eksepsi atau keberatan mengenai aspek formil; 

• serta dalam kondisi tertentu gugatan rekonvensi terhadap Penggugat. 

Tahap ini penting karena menentukan posisi masing-masing pihak terhadap dalil dan 

tuntutan yang diajukan. 

 

8. Replik dan Duplik 

Setelah jawaban Tergugat, Penggugat dapat memberikan replik, yaitu tanggapan 

terhadap jawaban Tergugat. Selanjutnya, Tergugat dapat memberikan duplik, yaitu 

tanggapan atas replik Penggugat. Rangkaian ini dikenal sebagai tahap jawab-menjawab. 

Dalam persidangan elektronik, jawaban, replik, dan duplik dapat disampaikan melalui 

sistem informasi pengadilan sesuai mekanisme yang ditetapkan. 

 

9. Pembuktian 

Setelah tahap jawab-menjawab selesai, perkara memasuki tahap pembuktian. Masing-

masing pihak harus membuktikan dalil yang menjadi dasar kepentingannya. Dalam 

hukum acara perdata, alat bukti dapat meliputi: 

• bukti surat; 

• keterangan saksi; 

• persangkaan; 

• pengakuan; 

• sumpah; 

• serta bukti elektronik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Pembuktian menjadi salah satu tahap paling penting karena putusan hakim didasarkan 

pada fakta dan bukti yang berhasil dibuktikan di persidangan. Dalam persidangan 

elektronik, bukti surat dapat diunggah melalui sistem informasi pengadilan, sedangkan 

pemeriksaan saksi atau ahli dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara jarak jauh 

melalui media audiovisual. 

 

10. Kesimpulan 

Setelah pembuktian selesai, para pihak dapat diberikan kesempatan menyampaikan 

kesimpulan. Kesimpulan berisi rangkuman mengenai dalil, fakta, dan hasil pembuktian 

yang menurut masing-masing pihak mendukung posisi hukumnya. 
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11. Putusan Hakim 

Tahap berikutnya adalah putusan. Hakim akan mempertimbangkan dalil para pihak, alat 

bukti, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta ketentuan hukum yang relevan 

sebelum menjatuhkan putusan. Secara umum, putusan dapat berupa: 

• gugatan dikabulkan seluruhnya; 

• gugatan dikabulkan sebagian; 

• gugatan ditolak; atau 

• gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). 

 

Putusan tersebut belum selalu menjadi akhir dari seluruh proses karena pihak yang tidak 

menerima putusan dapat menggunakan upaya hukum sesuai persyaratan dan ketentuan 

yang berlaku. 

Aspek Ketentuan Terdahulu Perkembangan Sekarang 

Dasar acara 

perdata 

HIR dan RBg menjadi 

dasar utama hukum acara 

perdata. 

HIR/RBg tetap menjadi dasar, dilengkapi 

berbagai PERMA dan kebijakan peradilan. 

Pendaftaran 

perkara 

Pada umumnya dilakukan 

secara langsung melalui 

pengadilan. 

Administrasi perkara dapat dilakukan secara 

elektronik melalui e-Court. 

Mediasi 

Belum memiliki 

mekanisme terpadu 

seperti sekarang. 

Diatur secara khusus melalui PERMA No. 1 

Tahun 2016. 

Jawab-

menjawab 

Dilakukan secara 

konvensional di 

persidangan. 

Dapat dilakukan secara elektronik sesuai 

ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022. 

Pembuktian 

Umumnya dilakukan 

secara langsung di 

persidangan. 

Bukti dapat dikelola secara elektronik; 

pemeriksaan saksi/ahli dalam kondisi 

tertentu dapat dilakukan secara jarak jauh. 

Persidangan 

elektronik 

Belum tersedia sebagai 

mekanisme umum. 

Diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 

sebagaimana diubah dengan PERMA No. 7 

Tahun 2022. 

 

Berapa Lama Proses Gugatan Perdata? 

Tidak semua gugatan perdata memiliki jangka waktu penyelesaian yang sama. Lamanya 

proses dapat dipengaruhi oleh kompleksitas perkara, jumlah pihak, keberhasilan 

mediasi, banyaknya alat bukti dan saksi, jadwal persidangan, serta kemungkinan 

penggunaan upaya hukum. Karena itu, sebelum mengajukan gugatan, Penggugat perlu 

memastikan bahwa dasar gugatan, kewenangan pengadilan, bukti, dan tuntutan telah 

disusun secara tepat. 

 

Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengajukan Gugatan? 

Sebelum mendaftarkan gugatan, beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan adalah: 

1. Identitas dan alamat para pihak. 

2. Kronologi sengketa secara jelas dan sistematis. 

3. Dasar hubungan hukum, seperti perjanjian atau perbuatan yang menimbulkan 

kerugian. 
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Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan 

merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait gugatan 

perdata, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa utang-piutang, tuntutan 

ganti rugi, maupun proses persidangan di pengadilan, penting untuk memahami 

tahapan dan strategi hukum yang sesuai dengan perkara Anda. Konsultasikan 

permasalahan Anda secara strategis dan profesional melalui: 

📞 08567572501 

📧 info@justianlawfirm.com 

🌐 www.justianlawfirm.com 

 

 

4. Bukti pendukung, termasuk dokumen, komunikasi elektronik, bukti pembayaran, 

dan keterangan saksi. 

5. Perhitungan kerugian, apabila terdapat tuntutan ganti rugi. 

6. Petitum yang jelas dan dapat dilaksanakan. 

7. Pertimbangan mengenai kompetensi pengadilan dan kemungkinan penyelesaian 

melalui mediasi. 

 

Kesimpulan 

Tahapan gugatan perdata di pengadilan pada dasarnya dimulai dari pendaftaran 

gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, 

hingga putusan. 

 

Perkembangan hukum acara perdata juga menunjukkan adanya perubahan dari proses 

yang sepenuhnya konvensional menuju administrasi dan persidangan elektronik. Namun, 

perkembangan teknologi tersebut tidak menghilangkan pentingnya penyusunan gugatan 

yang tepat dan pembuktian yang kuat. 

 

Karena itu, sebelum mengajukan gugatan perdata, penting untuk memastikan dasar 

hukum, kewenangan pengadilan, bukti, petitum, serta strategi penyelesaian sengketa 

telah dipersiapkan dengan baik. 
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